BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalaham pada perumusan masalah dan hasil analisis
pembahasan, maka dapatlah ditarik kesimpulan yaitu pendirian PT dalam UU No.
40 Tahun 2007 secara prosedur terdapat beberapa ketentuan yang memenuhi
rukun dan syarat syirkah. Beberapa ketentuan tersebut yakni rukun ‘agid dalam
akad dilakukan beberapa pihak oleh para pemilik modal mulai dari pembuatan
akta pendirian sampai pengesahan badan hukum PT sesuai kesepakatan para pihak
sehingga menunjukkan kesuka-relaan atau suka sama suka berdasarkan kehendak
para pengakad, ijab dan gabul tercermin pada penyerahan objek dan shighat
antara pengakad dilakukan pada saat RUPS pertama dengan menerima perjanjian
dan mengambil alih hak dan kewajiban dimana hal tersebut mengikat semua pihak
antara pemegang saham, direksi dan komisaris, akta pendirian PT memuat
anggaran dasar mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden bagi
para pemegang saham sehingga memenuhi syarat dalam pemenuhan hak secara
penuh (proporsional) dan status badan hukum PT menyandarkan hak tasharruf
untuk pengelolaan urusan PT dilakukan oleh Direksi sebagai muwakkil atau wakil

pemegang saham.
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B. Saran-saran

1. Eksistensi Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum
mempunyai legalitas dan peran dalam perkembangan perekonomian nasional
di Indonesia. Perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan dan mekanisme
kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syirkah dalam perspektif figih.
Keterkaitan figih syirkah dengan ketentuan PT dalam undang-undang
menginterpretasikan ketentuan-ketentuan figih yang membahas tentang
syirkah sebagai pengetahuan, acuan dan bahan pertimbangan terhadap
pelaksanaan kontrak agar terwujud keseimbangan dan kemashlahatan bagi
para pelaku usaha maupun orang banyak.

2. Keterkaitan ketentuan PT dalam undang-undang dengan figih syirkah
mendorong bagi para pembaca agar dapat mempelajari dan memahami
hukum-hukum syara’ terkait syirkah karena hal tersebut menyangkut

muamalah, kegiatan bisnis dan kepentingan umum.



